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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Fiqh Siya>sah Dustu>riyyah Terhadap 

Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”. Yang berupa hasil penelitian pustaka 

guna menjawab pertanyaan terkait, Pertama, bagaimana analisis yuridis dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kedua, bagaimana analisis Fiqh Siya>sah 
Dustu>riyyah terhadap Persyaratan tentang Pencalonan Mantan Narapidana 

Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD dalam Putusan Nomor 12/PUU-

XXI/2023. 

Data penelitian ini menggunakan metode library research, yang dimana 

analisis terkait data ini menggunakan deskriptif analisis bertujuan untuk membuat 

deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual dan 

akurat dalam mengkaji obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. 

Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam 

yaitu siya>sah dustu>riyyah. 
Hasil terkait penelitian ini disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan 

atas judicial review pada ketentuan persyaratan mantan narapidana mencalonkan 

diri menjadi anggota DPD dalam Pasal 182 huruf g telah melanggar hak 

konstitusional dan bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945 diantaranya 

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), 

bahwa: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang 

memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD, 

MK secara positif legislator menetapkan adanya syarat tambahan norma seperti, 

a) kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak 

pidana politik, b) telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah terpidana selesai 

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka menggumumkan mengenai 

latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan c), bukan sebagai pelaku 

kejahatan yang berulang-ulang; Kedua, tinjauan siya>sah dustu>riyyah yang 

menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK Nomor 12/PUU-

XXI/2023 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi 

anggota DPD telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat 

dalam Islam yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat dengan 

sungguh-sungguh.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk menyesuaikan agar 

masyarakat dapat berfikir secara rasional dan ilmiah dalam menyampaikan 

pernyataan menggingat seorang mantan narapidana yang telah menjalani 

hukuman namun tetap memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya. 

Selain itu penulis berharap memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi 

sebagai panduan dalam merancang kebijakan, guna mencegah ketidakadilan dan 

ketidakpastian hukum bagi warga negara. 
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